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Twdak kekernsan yang terjadi dalam rumab tangga mwerupakan ascaman
teras menerus bagi anggota keluanm vang memjadi korban. walaugun diakwi
bahwa angka tiodak kekcrazan teshadsp laki-laki lebib tinggi ditaadiagkan
tohadag perempuan. Akan tetapi, haus diingat bahwa kedudukan perempuan
disebagian dunia yang tidak dianggap sejajar deugsn laki-laki, membuat masalah
ini menjadi suatv momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi. rasa takut kaum
perempuan terhadap kejuhaten (fear of erime) jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan apa yang dirasukan kuum pria.

Pernyataan ini berluku d selunsh dunia tanpa memandang batas wilayah
maupur. waktw. kenyataan menunjulikan baihwa scbagian besar korban kejahatan
adslah taki-laki. tetapi dapat dipaherni bahwa kerentznan wanita sccara kodraty
(dalsm aspek jasmanizh) membuat fewr of crime mareka lebib tinggi.Tindak
pidana kekerasao dapat menyebabkan penderitasn yang cukup berar bag
korbannya. karena tidak hanya secara fisk sajsa tetapi juga dapat menyebabkaa
pendenizan spikologs, apahila yang melakukan tindak pidana itv adalab anggota
keluarpanya sendizi.

Saksi dan koiban nwrupakan komponen yang terlibat dalam peskara
pidana. Banyak saksi dan kotban yang memirmulkan perlindungan dalam upaya
ikut mengungkap suatu tindakan Wndakan pidana. Depgan adanya Undang-
Undang No 13 tahun 2006 1tentang perlindunpan saksi dan korban {L/UPSK) in
diharapkan dapat diberikan secara maksimal (eshadap saksi dan korban. Defiaisi
saksi dan korban terdapat dalam pasa) | angka | yang menyebutkan : “Saksj
adatah orang yang dapat memhetrikan keterangan guna kepentingan penyilidikan,
penuntulae dan pemeriksasn sidang pengailan teamtang suulu perkara pidana yang
ia dengar scnditt, ia lihat sendini, dan/ztau ia alami sendivi™

Bagi sescorang vang dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi
dart LPSK. harus mendapat kcpastan bahwa encreka akan diproses secara tepat
wakty. LPSK dibenkan wakiu selama 7 hari untuk mcuanggapi. tetapi tidak ada
ketenwan apapun vang dikelvakan untuk memepercepat persyaratan-persyasraiam
tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya danmat, seperti pelanggaran HAM yang
melibatkan pembunuban ofeh apara: miiiter atau persoail kepolisian.
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